BAB VI 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Pembangunan Sektoral

6.1.1. Strategi
Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi juga  dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya yang mencakup :
a. hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih.

b. hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategis.

c. pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun.

d. dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah dan strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah. 
Strategi Pembangunan harus didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro yang ada di daerah. Oleh karena itu, sebelum masuk pada strategi pembangunan, perlu diuraikan diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka.
1. Kekuatan

a. Kabupaten Bangka merupakan akan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti timah, pasir kuarsa, granit dan kaolin yang selama ini telah berperan memberikan kontribusi penyumbang devisa negara yang terbesar, tetapi juga memiliki potensi di sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan dan sektor pariwisata.
b. Kabupaten Bangka juga akan kaya adat istiadatnya seperti Rebo Kasan, Barongsai, dan Mandi Belimau, serta cagar budaya.
c. Kabupaten Bangka merupakan daerah berkembang sekaligus menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan industri.

d. Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk yang relatif harmonis di tengah pluralitas yang damai dalam prinsip “Sepintu Sedulang”.
2. Kelemahan
a. Belum maksimalnya pengembangan sektor pertanian/peternakan, kehutanan/ perkebunan, perikanan dan kelautan.
b. Masih lemahnya karakter daerah dari aspek kemajuan kapasitas berpikir manusia yang pada umumnya diartikulasikan dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu teknologi informasi dan telekomunikasi.
c. Belum optimalnya  sistem pembangunan, pemerintahan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

d. Belum optimalnya pembangunan ekonomi setelah dan masa depan paska timah. 
e. Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata, pertanian dan kelautan sebagai alternatif baru pertumbuhan ekonomi masyarakat.

f. Rentannya sistem pembangunan dan  pemerintahan dalam menghadapi perubahan global.
3. Peluang
a. Pengembangan Industri Hilir yang berpeluang untuk menjadi kawasan industri baru.

b. Pengembangan sektor pariwisata, sektor pertanian dan sektor kelautan sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat paska timah.

c. Alih fungsi lahan bekas tambang sebagai lahan produktif perkebunan.
4. Ancaman

a. Krisis lingkungan sebagai ancaman masa depan pembangunan daerah.

b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan adanya angka kelahiran dan migrasi.

c. Perekonomian yang cenderung terus menurun dan lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat.
Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digambarkan dalam Tabel  6.1  berikut ini.

Tabel 6.1                                                                                                                                            Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Untuk Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
	Internal
	Eksternal

	Kekuatan
	Peluang

	Sektor pertanian masih cukup luas dan menjadi basis
	Minat investor pada bidang pertanian dan perkebunan

	Keberadaan hutan lindung dan produksi yang cukup luas
	Minat investor pada bidang kelautan dan perikanan

	Keberadaan hutan lindung dan produksi yang cukup luas
	Minat investor pada bidang kelautan dan perikanan

	Potensi sumber daya kelautan dan perikanan
	Pengembangan Industri Hilir yang berpeluang untuk menjadi kawasan industri baru

	Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perikanan dan kelautan 
	Pengembangan sektor pariwisata, sektor pertanian dan sektor kelautan sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat paska timah

	Kabupaten Bangka merupakan akan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti timah, pasir kuarsa, granit dan kaolin yang selama ini telah berperan memberikan kontribusi penyumbang devisa negara yang terbesar, tetapi juga memiliki potensi di sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor perikanan dan sektor pariwisata
	Alih fungsi lahan bekas tambang sebagai lahan produktif perkebunan

	Kabupaten Bangka juga akan kaya adat istiadatnya seperti Rebo Kasan, Barongsai, Mandi Belimau dan sebagainya
	

	Kabupaten Bangka merupakan daerah berkembang sekaligus menjadi pusat agro industri dan industri maritim
	

	Kabupaten Bangka memiliki jumlah penduduk yang relatif harmonis di tengah pluralitas yang damai dalam prinsip “Sepintu Sedulang
	

	Kelemahan
	Ancaman

	Belum maksimalnya pengembangan sector pertanian/Peternakan,kehutanan/perkebunan, perikanan dan kelautan
	Krisis lingkungan sebagai ancaman masa depan pembangunan daerah

	Masih lemahnya karakter daerah dari aspek kemajuan kapasitas berpikir manusia yang pada umumnya diartikulasikan dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu teknologi informasi dan telekomunikasi
	Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan adanya angka kelahiran dan migrasi

	Belum optimalnya  sistem pembangunan, pemerintahan, serta pembangunan yang berkelanjutan
	Perekonomian yang cenderung terus menurun dan lebih banyak didorong oleh konsumsi masyarakat

	Belum optimalnya pembangunan ekonomi setelah dan masa depan pasca timah
	

	Rentannya sistem pembangunan dan  pemerintahan dalam menghadapi perubahan global
	


Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan sebagai berikut :
Misi 1 : 

Mewujudkan Pertanian Yang Tangguh ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian,
2. Peningkatan efisiensi distribusi pangan.
3. Pemanfaatan pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan.

4. Peningkatan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga.
5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas input produksi.
6. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian dan perikanan. 
7. One Village One Product
8. Penguatan regulasi dan sistem pasar
9. Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan
Misi 2 : 

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
1. Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien.
2. Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan.
4. Pengembangan sistem reward and punishment.
5. Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien.
6. Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.
7. Meningkatkan Kapasitar aparatur pemerintahan yang berkelanjutan
8. Pengembangan sistem reward and punishment.
9. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
10. Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas).

11. Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda tedepan pelayanan.

12. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Misi 3  :

Mewujudkan Kabupaten Bangka Yang Sejahtera ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
1. Penguatan usaha mikro dan usaha kecil, Penyediaan fasilitas pengembangan kemampuan usaha kreatif masyarakat.
2. Peningkatan bantuan dan jaminan sosial masyarakat miskin.
3. Pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesetaraan gender.
4. Revitalisasi sumber daya  pariwisata.
5. Peningkatan promosi yang efisien dan efektif.
6. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan yang memenuhi standar.
7. Penyelenggaran kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.
8. Pembudayaan tradisi literasi masyarakat
9. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang prima.
10. Peningkatan peran serta dan kepedulian masyarakat tentang kesehatan.
11. Pengendalian pertambahan penduduk.
12. Pelaksanaan jaminan kesehatan yang efektif dan efisien.
13. Revitalisasi dan refungsionalisasi tempat ibadah (masjid/kelenteng/ gereja) sebagai pusat pemberdayaan umat.
14. Optimalisasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan,  jembatan , drainase dan irigasi.
15. Peningkatan arus penumpang dan barang

16. Pengamanan sumber air baku dan peningkatan layanan air minum.
17. Pembangunan sarana sanitasi komunal di lingkungan pemukiman yang berbasis masyarakat.
18. Memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat .
19. Menumbuh kembangkan potensi dan  kreativitas pemuda dan organisasi kepemudaan.
Misi 4 :
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Lestari ditempuh dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan kesadaran, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.
3. Pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.
6.1.2.  Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya. Arah kebijakan juga merupakan penjabaran dari strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2014–2014 adalah sebagai berikut :

Strategi Misi 1 akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a. Meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi.
b. Membangun  dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk.
c. Mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu.
d. Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan.
e. Mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan  distribusi pangan antar daerah/ wilayah.
f. Mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya local.
g. Mengembangkan  sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian risiko penyakit zoonosis.
h. Mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan.
i. Mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan local.
j. Memperbaiki dan Membangun Infrastruktur Lahan dan Air.
k. Meningkatkan  Perbenihan dan Perbibitan yang berkualitas.
l. Memberi subsidi  dan sarana produksi yang efisien dan tepat sasaran.
m. Mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
n. Menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
o. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.
p. Mengembangkan produk unggulan sesuai potensi lokal.
q. Pemanfaatan teknologi tepat guna.
r. Mendorong dan menjalin kemitraan dengan pusat-pusat perdagangan (supermarket).
s. Revitalisasi  hutan dan lahan menjadi lahan produktif.
t. Optimalisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan diversifikasi tanaman pangan.
Strategi Misi 2 akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a. Penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi.
b. Pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan pemasaran
c. Memperluas kesempatan, lapangan pekerjaan serta perlindungan tenaga kerja.
d. Pemberdayaan Memberdayakan) PKS.
e. Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
f. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
g. Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan.
h. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.
i. Meningkatkan  budaya sadar wisata.
j. Menyelenggarakan  even yang terintegrasi antar objek wisata.
k. Menjalinkan kemitraan dengan pelaku usaha wisata.
l. Memenuhi  SPM Pendidikan Dasar.
m. Meningkatkan  kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah.
n. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
o. Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan.
p. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.
q. Meningkatkan  budaya sadar wisata.
r. Menyelenggarakan  even yang terintegrasi antar objek wisata.
s. Menjalinkan kemitraan dengan pelaku usaha wisata.
t. Memenuhi  SPM Pendidikan Dasar.
u. Meningkatkan  kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah.
v. Meningkatkan kompetensi guru.
w. Meningkatkan  Pelaksanaan Wajib Belar 12 tahun (Pendidikan gratis sampai  Sekolah Menengah).
x. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal.
y. Mengembangkan pendidikan  yang berkarakter.
z. Meningkatkan sekolah vokasional yang berkualitas dan berdaya saing.

aa. Mengelolakan perpustakaan daerah sebagai pusat literasi daerah.
ab. Mengembangkan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat.
ac. Meningkatkan  prasarana dan sarana kesehatan yang memenuhi standar.
ad. Meningkatkan  kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan.
ae. Meningkatkan  prilaku masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat.
af. Melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan.
ag. Meningkatkan pelayanan KB.
ah. Meningkatkan Keluarga Sejahtera.
ai. Penataan kelembagaan dan Pembiayaan sistem jaminan kesehatan.
aj. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku budaya.
ak. Meningkatkan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan budaya daerah.
al. Mengembangkan Pusat Studi dan Peradaban Islam dan Melayu Bangka sebagai wisata religi.
am. Meningkatkan keamanan dan ketertiban  lingkungan dengan Siskamling /ronda kampong.

an. Meningkatkan anggaran dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan,  jembatan , drainase dan irigasi.
ao. Meningkatkan pengendalian penggunaan infrastruktur jalan,  jembatan , drainase dan irigasi.
ap. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi dan Lalu lintas.
aq. Meningkatkan uji kelaikan kendaraan.
ar. Meningkatkan layanan air minum baik perpipaan maupun non perpipaan.
as. Mengamankan sumber air baku yang konsisten.
at. Mendorong penggunaan septic tank komunal pada perumahan dan pemukiman baru.
au. Advokasi pembangunan sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat.
av. Menyediakan Sarana dan prasara olah raga.
aw. Menyelenggarakan turnamen, event, seleksi keolahragaan.
ax. Menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan  .
ay. Menyelenggarakan seleksi pemuda dan organisasi.
Strategi Misi 4 akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :

a. Optimalisasi pengelolaan sampah.
b. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan ruang terbuka hijau (RTH).
c. Mengendalikan dampak lingkungan yang konsisten mulai dari AMDAL.
d. Mengelolakan konservasi dan rehabilitasi lingkungan yang tepat.
e. Revitalisasi sektor pertambangan.
f. Revitalisasi sektor kehutanan dan perkebunan.
g. Revitalisasi sektor kelautan dan perikanan.
h. Optimalisasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
Berdasarkan arah kebijakan jangka menengah tersebut, maka pembangunan di Kabupaten Bangka untuk priode 2014-2018 adalah :

1. Tahun pertama diarahkan untuk melanjutkan dan menguatkan konsolidasi antarapemangku kepentingan dalam rangka memperkuat program-program yang sudah berlangsung dan melakukan berbagai pengembangan-pengembangan dan inovasi yang kontekstual. Tahun pertama ditandai dengan meningkatnya mutu produk pertanian, kualitas pelayanan pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai jenjang pelayanan, dan meningkatnya koordinasi antar stakeholder baik di tingakat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. 
2. Tahun kedua pembangunan diarahkan pada Mengembangkan kepariwisataan, ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi produktif, meningkatnya investasi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan di berbagai kawasan. Tahun kedua juga diarahkan koordinasi atas pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan dan pengendalian ruang,  dan menguatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. 
3. Tahun ketiga diarahkan pada upaya melanjutkan pengembangan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan kemandirian dan keadilan di berbagai kawasan. Tahun ketiga juga ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat di berbagai kalangan. Berbagai pembangunan pada tahun ketiga ini lebih diintensifkan. Evaluasi dalam rangka perbaikan pembangunan tahun setelahnya dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan adanya pencapaian pembangunan pada akhir periode perencanaan. 
4. Tahun keempat diarahkan untuk mengevaluasi kinerja program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang merata di semua kawasan, kualitas layanan pemerintahan yang semakin baik, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, sinkronisasi pembangunan antara level pemerintahah daerah, memantapkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, dan pembangunan sudah sesuai dengan pemanfatan ruangnya. 
5. Tahun kelima diarahkan untuk memastikan ketercapaian prinsip kemandirian, kemajuan, dan keadilan yang didasarkan pada daya saing yang optimal yang didukung oleh sinergi antar daerah dan meratanya hasil pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Tahun kelima ditandai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terciptanya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai, terberdayanya masyarakat melalui partisipasi di berbagai jenjang, terkelolanya lingkungan hidup dengan baik, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga terwujudnya Bangka Bermartabat.
Perumusan Strategi dan Arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Tahun 2013-2018 secara matriks sebagaimana  tersaji dalam Tabel berikut:
Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Kabupaten Bangka
	VISI 
: 
Terwujudnya masyarakat kabupaten BANGKA YANG BERMARTABAT                        (BANGKA BERMARTABAT)


	MISI I
1.
MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah kebijakan

	Tujuan 1.1 :
Meningkatkan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya
	Sasaran 1.1 .1:
Meningkatnya  kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan  kontribusi produksi kelompok petani  terhadap PDRB sektor pertanian

	Strategi 1.1.1 .1 :
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Dan Pemasaran Produk Pertanian,
	Arah Kebijakan 1.1.1.1.1 : Meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi

	
	
	
	Arah Kebijakan 1.1.1.1.2 : Membangun  dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk;

	
	
	
	Arah Kebijakan 1.1.1.1.3 :
Mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu

	Tujuan 1.2 :
Meningkatkan Pengamanan ketahanan pangan
	Sasaran1. 2.1 :
Meningkatnya jumlah  rumah tangga yangmemperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau
	Strategi  1.2.1.1  :
Peningkatan efisiensi distribusi pangan ,
	Arah Kebijakan1. 2.1.1.1 :
Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan

	
	
	
	Arah Kebijakan 1.2.1.1.2 :
Mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan  distribusi pangan antar daerah/ wilayah


	
	
	Strategi 1. 2.1.2  :
Pemanfaatan pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan 

	Arah Kebijakan 1.2.1.2.1 :
Mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya local

	
	
	
	Arah Kebijakan 1.2.1.2.2 :
Mengembangkan  sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian resiko penyakit  zoonosis

	
	Sasaran1. 2.2  :
Meningkatnya  pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan
	Strategi  1.2.2.2 :
Peningkatan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga
	Arah Kebijakan 1. 2.2.2.2:
Mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan

	
	
	
	Arah Kebijakan 1.2.2.2.3 :
Mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan local

	Tujuan 1. 3  :
Meningkatkan produktivitas, produksi pertanian dan perikanan
	Sasaran 1.3.1 :
Meningkatnya produktivitas pertanian , perikanan
	Strategi  1.3.1.1 :
Peningkatan ketersediaan dan kualitas input produksi,
	Arah Kebijakan 1. 3.1.1.1:
Memperbaiki dan Membangun Infrastruktur Lahan Dan Air


	
	
	
	Arah Kebijakan 1.3.1.1.2 :
Meningkatkan  Perbenihan dan Perbibitan yang berkualitas


	
	
	
	Arah Kebijakan 1.3.1.1.4 :
Memberi subsidi  dan sarana produksi yang efisien dan tepat sasaran


	
	
	Strategi 1. 3.1.2 :
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian dan perikanan 


	Arah Kebijakan 1.3.1.2.1 :
Mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi

	
	
	
	Arah Kebijakan1. 3.1.2.2 :
Menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan 

	
	
	
	Arah Kebijakan 1.3.1.2.3 :
Memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.

	
	Sasaran 1.3.2 :
Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan

	Strategi  1.3.2.1 :
One Village One Product


	Arah Kebijakan 1.3.2.1.1 :
Mengembangkan produk unggulan sesuai potensi lokal 

	
	
	
	Arah Kebijakan 1.3.2.1.2 :
Pemanfaatan teknologi tepat guna

	
	
	Strategi 1. 3.2.2 :
Penguatan regulasi dan sistem pasar


	Arah Kebijakan 1.3.2.2.1 :
Mendorong dan menjalin kemitraan dengan pusat-pusat perdagangan (supermarket)

	
	
	Strategi 1. 3.2.3 :
Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan

	Arah Kebijakan 1.3.2.3.1 :
Revitalisasi  hutan dan lahan menjadi lahan produktif

	
	
	
	Arah Kebijakan 1.3.2.3.2 :
Optimalisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan diversifikasi tanaman pangan.


	MISI I
2.
MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah kebijakan

	Tujuan 2.1 :
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
yang profesional,
bersih dan
transparan
	Sasaran 2.1.1 :

Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih
	Strategi  2.1.1.1 :
Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien
	Arah Kebijakan 2.1.1.1.1 :
Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien

	
	
	
	Arah Kebijakan 2.1.1.1.2 :
Melaksanakan Pemantauan langsung melalui CCTV di semua lokasi pelayanan publik dan kantor-kantor pemerintahan

	
	
	Strategi  2.1.1.2 :
Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel
	Arah Kebijakan 2.1.1.2.1 :
Melakukan penataan kebutuhan organisasi, sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan proses rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai berdasarkan prinsip Good Governance

	
	
	
	Arah Kebijakan 2.1.1.2.2 :
Penataan dan Penegasan Batas wilayah

	
	
	
	Arah Kebijakan 2.1.1.2.2 :
Pengolahan data dan .statistik daerah  serta kearsipan yang tertib dan sesuai

	
	Sasaran 2.1.2 :
Meningkatnya Ketersediaan SDM Pemkab Bangka yang sesuai dengan kompetensinya
	Strategi  2.1.2.1 :
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan  
	Arah Kebijakan 2.1.2.1.1 :
Meningkatkan kompetensi SDM melalui penetapan standar bagi pegawai yang akan menerima fasilitas mengikuti pendidikan formal lanjutan bergelar (tugas belajar)

	
	
	Strategi  2.1.2.2 :
Pengembangan sistem reward and punishment
	Arah Kebijakan 2.1.2.2.1 :
Menerapkan sistem reward dan punisment


	
	Sasaran 2.1.3 :
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
	Strategi  2.1.3.1 :
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
	Arah Kebijakan 2.1.3.1.1 :
Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan, dan Pengawasan pembangunan melalui Pengembangan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan


	
	
	
	Arah Kebijakan 2.1.3.1.2 :
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah melalui Penerapan online system pajak daerah


	
	
	
	Arah Kebijakan 2.1.3.1.3 :
Meningkatkan kontribusi penerimaan BUMD melalui Pengelolaan BUMD dengan perbaikan manajemen, dan peningkatan profesionalisme BUMD


	Tujuan 2.2 :
Meningkatkan pelayanan publik
prima bagi
seluruh
masyarakat
	Sasaran 2.2.1 :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat

	Strategi 2. 2.1.1 :
Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas)

	Arah Kebijakan 2. 2.1.1.1:
Menerapkan sistem pelayanan prima : memberikan pelayanan dan tepat, aramah dan bersahaja, serta berkualitas dan terjangkau


	
	
	1. 
	Arah Kebijakan 2.2.1.1.2 :
Melakukan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan publik

	
	
	Strategi  2. 2.1.2 :
Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda tedepan pelayanan

	Arah Kebijakan 2.2.1.2.1 :
Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan untuk membentuk karakter pelayanan publik

	
	Sasaran 2.2.2 :
Meningkatnya pelayanan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

	Strategi  2.2.2.1 :
Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik

	Arah Kebijakan 2.2.2.1.1 :
Membangun jaringan komunikasi perizinan investasi secara online

	
	
	
	Arah Kebijakan 2.2.2.1.2 :
Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

	
	
	
	Arah Kebijakan 2.2.1.3 :
Menerapkan sistem informasi pelayanan publik 


	MISI 
3.
MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah kebijakan

	Tujuan 3.1 :
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
	Sasaran 3.1.1 :
Meningkatnya   pendapatan masyarakat
	Strategi  3.1.1.1 :
Penguatan usaha mikro dan usaha kecil, Penyediaan fasilitas pengembangan kemampuan usaha kreatif masyarakat:
	Arah Kebijakan 3.1.1.1.1 :
Penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi


	
	
	
	Arah Kebijakan 3.1.1.1.2 :
Pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan pemasaran


	
	
	
	Arah Kebijakan 3.1.1.1.3 :
Memperluas kesempatan, lapangan pekerjaan serta perlindungan tenaga kerja

	
	Sasaran 3.1.2 :
Menurunnya angka kemiskinan
	Strategi 3.1.2.2 :
Peningkatan bantuan dan jaminan sosial masyarakat miskin
	Arah Kebijakan 3.1.2.2.1 :
Meningkatkan pelayanan kepada PMKS

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.1.2.2.2 :
Pemberdayaan (Memberdayakan) PSKS

	
	
	Strategi  3.1.2.3 :
Pemberdayaan masyarakat dan desa serta kesetaraan gender

	Arah Kebijakan 3.1.2.3.1 :
Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa 

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.1.2.3.2 :
Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.1.2.3.3 :
Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan

	
	Sasaran 3.1.3
Meningkatnya usaha Pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat
	Strategi  3.1.3.1 :
Revitalisasi sumber daya  pariwisata
	Arah Kebijakan 3.1.3.1.1 :
Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.1.3.1.2 :
Meningkatkan  budaya sadar wisata 

	
	
	Strategi 3. 1.3.2 :
Peningkatan promosi yang efisien dan efektif
	Arah Kebijakan 3.1.3.2.1 :
Menyelenggarakan  even yang terintegrasi antar objek wisata.


	
	
	
	Arah Kebijakan 3.1.3.2.1 :
Menjalinkan kemitraan dengan pelaku usaha wisata

	Tujuan 3. 2 :
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas
	Sasaran 3.2.1 :
Meningkatnya rata-rata lama sekolah
	Strategi  3.2.1.1 :
Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan yang memenuhi standar
	Arah Kebijakan 3.2.1.1.1 :
Memenuhi  SPM Pendidikan Dasar


	
	
	
	Arah Kebijakan 3.2.1.1.2 :
Meningkatkan  kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah

	
	
	Strategi  3.2.1.2 :
Penyelenggaran kegiatan belajar mengajar yang berkualitas
	Arah Kebijakan 3.2.1.2.1 :
Meningkatkan kompetensi guru

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.2.1.2.2 :
Meningkatkan  Pelaksanaan Wajib Belar 12 tahun (Pendidikan gratis sampai  Sekolah Menengah)

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.2.1.2.3 :
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal

	
	
	Strategi  3.2.1.3 :
Peningkatan pendidikan berkarakter
	Arah Kebijakan 3.2.1.3.1 :
Mengembangkan pendidikan  yang berkarakter

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.2.1.3.2 :
Meningkatkan sekolah vokasional yang berkualitas dan berdaya saing

	
	
	Strategi  3.2.1.4 :
Pembudayaan tradisi literasi masyarakat
	Arah Kebijakan 3.2.1.3.3 :
Mengelolakan perpustakaan daerah sebagai pusat literasi daerah

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.2.1.3.4 :
Mengembangkan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat

	Tujuan 3.3 :
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas
	Sasaran 3.3.1 :
Meningkatnya usia harapan hidup
	Strategi  3.3.1.1 :
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang prima
	Arah Kebijakan 3.3.1.1.1 :
Meningkatkan  prasarana dan sarana kesehatan yang memenuhi standar

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.3.1.1.2 :
Meningkatkan  kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.3.1.1.2 :
Revitalisasi Posyandu

	
	
	Strategi  3.3.1.2 :
Peningkatan peran serta dan kepedulian masyarakat tentang kesehatan 
	Arah Kebijakan 3.3.1.2.1 :
Revitalisasi Desa Siaga

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.3.1.2.2 :
Meningkatkan prilaku masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat 

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.3.1.2.3 :
Melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan

	
	
	Strategi  3.3.1.2 :
Pengendalian pertambahan penduduk
	Arah Kebijakan 3.3.1.2.1 :
Meningkatkan pelayanan KB


	
	
	
	Arah Kebijakan 3.3.1.2.2 :
Meningkatkan Keluarga Sejahtera

	
	
	Strategi  3.3.1.3 :
Pelaksanaan jaminan kesehatan yang efektif dan efisien
	Arah Kebijakan 3.3.1.3.1 :
Penataan kelembagaan dan Pembiayaan sistem jaminan kesehatan


	Tujuan  3.4 :
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Budaya
	Sasaran 3.4.1 :
Meningkatnya pelestarian budaya daerah
	Strategi  3.4.1.1 :
Pengembangan seni dan tradisi budaya daerah  
	Arah Kebijakan 3.4.1.1.1 :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku budaya

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.4.1.1.2 :
Meningkatkan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan budaya daerah

	
	Sasaran 3.4.2 :
Meningkatnya kerukunan umat beragama dan keamanan lingkungan
	Strategi  3.4.2.1 :
Revitalisasi dan refungsionalisasi tempat ibadah (masjid/kelenteng/ gereja) sebagai pusat pemberdayaan umat 
	Arah Kebijakan 3.4.1.2.1 :
Mengembangkan Pusat Studi dan Peradaban Islam dan Melayu Bangka sebagai wisata religi;


	
	
	
	Arah Kebijakan 3.4.1.2.2 :
Meningkatkan keamanan dan ketertiban  lingkungan dengan Siskamling /ronda kampong


	Tujuan 3.5 :
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
	Sasaran 3.5.1:
Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan,
 jembatan ,  drainase dan irigasi dalam kondisi baik
	Strategi  3.5.1.1 :
Optimalisasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan,  jembatan , drainase dan irigasi
	Arah Kebijakan 3.5.1.1.1 :
Meningkatkan anggaran dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan,  jembatan , drainase dan irigasi

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.5.1.1.2 :
Meningkatkan pengendalian penggunaan infrastruktur jalan,  jembatan , drainase dan irigasi 

	
	Sasaran 3. 5.2:
Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar
	Strategi 3.5.2.1 :
Peningkatan arus penumpang dan barang
	Arah Kebijakan 3.5.2.1.1 :
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi dan Lalu lintas

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.5.2.1.2 :
Meningkatkan uji kelaikan kendaraan

	
	Sasaran 3. 5.3 :
Meningkatnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak
	Strategi  3.5.3.1 :
Pengamanan sumber air baku dan peningkatan layanan air minum
	Arah Kebijakan 3.5.3.1.1 :
Meningkatkan layanan air minum baik perpipaan maupun non perpipaan

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.5.3.1.2 :
Mengamankan sumber air baku yang konsisten

	
	
	Strategi  3.5.3.2 :
Pembangunan sarana sanitasi komunal di lingkungan pemukiman yang berbasis masyarakat
	Arah Kebijakan 3.5.3.2.1 :
Mendorong penggunaan septic tank komunal pada perumahan dan pemukiman baru

	
	
	
	Arah Kebijakan 3.5.3.2.2 :
Advokasi pembangunan sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat

	
	Sasaran 3.5.4 :
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olah raga
	Strategi  5.4.1 :
Memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat  
	Arah Kebijakan 5.4.1.1:
Menyediakan Sarana dan prasara olah raga

	
	
	
	Arah Kebijakan 5.4.1.2 :
Menyelenggarakan turnamen, event, seleksi keolahragaan 

	
	Sasaran 3.5.5

Meningkatnya kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan
	Strategi 3.5.5.1

Menumbuh kembangkan potensi dan  kreativitas pemuda dan organisasi kepemudaan
	Kebijakan 3.5.5.5.1
Menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan  

	
	
	
	Kebijakan 3.5.5.5.2
Menyelenggarakan seleksi pemuda dan organisasi


	MISI 
4.
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah kebijakan

	Tujuan 4.1 :
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas
	Sasaran 4.1.1
Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup .
	Strategi  4.1.1.1 :
Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Arah Kebijakan 4.1.1.1.1:
Optimalisasi pengelolaan sampah

	
	
	
	Arah Kebijakan 4.1.1.1.2 :
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan ruang terbuka hijau (RTH)

	
	
	Strategi  4.1.1.2 :
Peningkatan kesadaran, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan
	Arah Kebijakan 4.1.1.2.1 :
Mengendalikan dampak lingkungan yang konsisten mulai dari AMDAL

	
	
	
	Arah Kebijakan 4.1.1.2.2 :
Mengelolakan konservasi dan rehabilitasi lingkungan yang tepat 

	MISI 
4.
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI

	Tujuan
	Tujuan
	Tujuan
	Tujuan

	
	Sasaran 4.1.2
Meningkatnya usaha pertambangan, perkebunan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
	Strategi  4.1.2.1 :
Pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat
	Arah Kebijakan 4.1.2.1.1 :
Revitalisasi sektor pertambangan 

	
	
	
	Arah Kebijakan 4.1.2.1.2 :
Revitalisasi sektor kehutanan dan perkebunan

	
	
	
	Arah Kebijakan 4.1.2.1.3 :
Revitalisasi sektor kelautan dan perikanan

	Tujuan 4.2 :

Meningkatkan pemanfaatan tata ruang
	Sasaran 4.2.1
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang
	Strategi  4.2.1.1 :
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
	Arah Kebijakan 4.2.1.1.1 :
Optimalisasi perencanaan dan   pengendalian pemanfaatan  tata ruang



6.2.  Pembangunan Kewilayahan 
Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam lima tahun kedepan, pembangunan di Kabupaten Bangka harus secara proprosional memperhatikan tingkat perkembangan wilayah dan karakteristik  potensi perekonomian yang ada. Dengan pembangunan yang proporsional ini, diharapkan pembangunan makro dapat mencapai targetnya. Dari  aspek pro poor, diharapkan terjadinya peningkatan beberapa indikator makro seperti  PDRB, Pendapatan per Kapita dan penurunan tingkat kemiskinan. Dari aspek pro job, pembangunan  diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran diseluruh kecamatan, sehingga diharapkan secara agregat, tingkat pengangguran Kabupaten Bangka mengalami penurunan. Dari aspek pro growth, pembangunan harus disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka  terus mengalami peningkatan yang proporsional, disertai dengan tingkat inflasi yang terus terjaga. 

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kecamatan tahun 2015  diarahkan pada pembangunan dengan fokus  pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, pengembangan wilayah kecamatan harus memperhatikan dengan cermat  RTRW Kabupaten Bangka.  Dalam hirarki rencana sistem tata kota di  Kabupaten Bangka, Sungailiat dan Belinyu menjadi Pusat Kegiatan Lokal, Puding Besar menjadi Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi, sedangkan Mendo Barat, Riau Silip, Bakam, Pemali dan Merawang menjadi Pusat Pelayanan Kecamatan. 
Dari dimensi perekonomian, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kondisi perekonomian dalam rangka menciptakan kemajuan dan kesejahteraan  masyarakat Kabupaten Bangka  adalah dengan cara mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki  daya saing, produktivitas dan efek multiplier yang tinggi dan sustainable. Perekonomian dengan produktivitas rendah dan cenderung stagnan hanya akan memberikan upah dan tingkat pengembalian modal yang rendah. Persaingan global yang semakin ketat akan mengakibatkan aktivitas perekonomian tersebut semakin lama semakin terpinggirkan. Sebaliknya perekonomian yang produktivitasnya tinggi dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan akan memungkinkan pemberian upah dan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Selain itu, upah yang tinggi akan mendorong masyarakat meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya. 


Dalam konteks inilah, implikasi kebijakan pengembangan perekonomian di berbagai kecamatan adalah dengan terus mendorong, mengembangkan dan meningkatkan daya saing sektor yang memiliki tingkat keunggulan komparatif, kompetitif dan sustainable. Untuk memenuhi persyaratan sustainable ini, maka sektor-sektor dan komoditi yang berbasis unrenewable resource (pertambangan non migas, penggalian, industri logam dasar dan barang galian non logam) meskipun secara faktual mampu memberikan kontribusi perekonomian (PDRB) yang besar, namun tidak akan dikategorikan dalam kelompok unggulan dan berdaya saing tinggi. Sektor dan komoditi yang memiliki keunggulan daya saing tersebut selanjutnya harus dikelompokkan dalam beberapa prioritas pengembangan. 

Dengan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek spasial dan ekonomi tersebut,  kedepan diharapkan permasalahan  disparitas pembangunan antar kecamatan di Kabuapaten Bangka dapat dituntaskan dan  keseimbangan  antara pertumbuhah ekonomi kecamatan maju dan tertinggal melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumberdaya buatan dan sumberdaya alam dapat dikedepankan.  Pentingnya pemecahanan masalah disparitas pembangunan di Kabupaten Bangka disebabkan beberapa hal berikut: (1) untuk mencapai pembangunan perekonomian yang stabil; (2) untuk medapatkan percepatan pertumbuhan ekonomi; (3) dalam rangka pemanfaatan dan konservasi sumberdaya secara berkelanjutan; (4) untuk menciptakan dan promosi kesempatan kerja; (5) untuk mengurangi tekanan beban penduduk pada sektor primer terutama sektor pertambangan; (6) untuk mengurangi tekanan dan dampak negatif ”urbanisasi” dan polusi; (7) untuk menghindari konflik dan stabilitas politik daerah;  dan (8) untuk menjaga stabilitas ketahanan daerah.
6.2.1.  Arah Pembangunan Wilayah  Kecamatan Sungailiat

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Sungailiat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Sungailiat  adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan sebagai Pusat Wilayah Pengembangan I.

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga  mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.
Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan  Sungailiat adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.



Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Sungailiat diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 
Tabel  6.3
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot Rumah tangga

	
	
	Industri Kertas, percetakan dan penerbitan

	
	
	Industri Barang Logam, Mesin dan Peralatan

	
	
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Perdagangan besar dan eceran

	
	
	Restoran

	
	
	Angkutan Jalan Raya

	
	
	Angkutan Laut

	
	
	Jasa penunjang angkutan

	
	
	Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Bank dan lembaga keuangan bukan bank

	
	
	Jasa Perusahaan

	
	
	Jasa Administrasi Pemerintahan

	2
	II
	Perikanan

	
	
	Peternakan dan hasil-hasilnya

	
	
	Industri Industri Makanan, Minuman dan Tembakau

	
	
	Air bersih

	
	
	Hotel

	
	
	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan

	
	
	Jasa penunjang komunikasi

	
	
	Sewa bangunan

	
	
	Sosial kemasyarakatan

	
	
	Hiburan dan rekreasi

	
	
	Perorangan dan rumah tangga

	3
	III
	Tanaman bahan makanan

	
	
	Tanaman perkebunan

	4
	IV
	Kehutanan


6.2.2.  Arah Pembangunan Wilayah  Kecamatan Belinyu
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018,  pembangunan kecamatan Belinyu, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Belinyu  adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II. 


Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Belinyu yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah; 

1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat; 

2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan  tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan; 

3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota  


Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan  Belinyu  adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional ; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan  lainnya.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Belinyu diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 
Tabel 6.4
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	
	I
	Kehutanan

	
	
	Industri Makanan, minuman dan tembakau

	
	
	Industri Kimia, karet, plastik, m. Bumi dan batubara

	
	
	Air bersih

	
	
	Restoran

	
	
	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan

	
	
	Jasa penunjang komunikasi

	
	
	Sewa bangunan

	
	
	Jasa administrasi pemerintahan

	
	
	Perorangan dan rumah tangga

	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	
	II
	Perikanan

	
	
	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga

	
	
	Industri Barang logam, mesin dan peralatannya

	
	
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Perdagangan besar dan eceran

	
	
	Angkutan jalan raya

	
	
	Angkutan laut

	
	
	Jasa penunjang angkutan

	
	
	Pos dan telekomunikasi

	
	
	Bank

	
	
	Lembaga keuangan bukan bank

	
	
	Jasa perusahaan

	
	
	Sosial kemasyarakatan 

	
	
	Hiburan dan rekreasi

	3
	III
	Tanaman bahan makanan

	4
	IV
	Tanaman perkebunan

	
	
	Peternakan dan hasil-hasilnya


6.2.3.  Arah Pembangunan Wilayah  Kecamatan Mendo Barat
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Mendo Barat, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Mendo Barat  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.  


Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan,  berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan  berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan  dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur-Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

· Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;

· Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.


Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan  Mendo Barat    adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2)  Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Mendo Barat  diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:
Tabel 6.5
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1.
	I
	Tanaman Perkebunan

	
	
	Perdagangan Besar dan Eceran

	
	
	 Restoran

	
	
	 Angkutan Jalan Raya

	
	
	 Lembaga Keuangan Bukan Bank

	
	
	 Jasa Perusahaan

	
	
	 Sosial Kemasyarakatan

	
	
	 Industri Makanan, Minuman dan tembakau

	
	
	 Industri Kimia, Karet, Plastik, Minyak Bumi dan Batubara

	
	
	 Industri Barang logam, mesin dan peralatan

	2
	II
	 Tanaman Bahan Makanan

	
	
	 Peternakan dan hasil-hasilnya

	
	
	 Kehutanan

	
	
	 Jasa Penunjang Angkutan

	
	
	 Sewa Bangunan

	
	
	 Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan

	
	
	 Perorangan dan Rumah Tangga

	
	
	 Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot RT

	
	
	 Listrik

	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	3
	III
	 Hotel

	
	
	 Pengangkutan

	
	
	 Pos dan Telekomunikasi

	
	
	 Jasa Penunjang Komunikasi

	
	
	 Bank

	
	
	 Air bersih

	4
	IV
	 Perikanan


6.2.4.  Arah Pembangunan Wilayah  Kecamatan Merawang
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Merawang, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Merawang  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I. 

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga  mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.
Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Merawang   adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.
Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Merawang  diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:
Tabel 6.6
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Air bersih

	2
	II
	Tanaman bahan makanan

	
	
	Industri Kimia, karet, plastik, m. Bumi dan batubara

	
	
	Hotel

	
	
	Hiburan dan rekreasi

	3
	III
	Tanaman perkebunan

	
	
	Kehutanan

	
	
	Perikanan

	
	
	Industri Makanan, minuman dan tembakau

	
	
	Listrik

	
	
	Pos dan telekomunikasi

	
	
	Jasa penunjang komunikasi

	
	
	Administrasi pemerintahan dan pertahanan

	
	
	Perorangan dan rumah tangga

	4
	IV
	Peternakan dan hasil-hasilnya

	
	
	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga

	
	
	Industri Barang logam, mesin dan peralatannya

	
	
	Bangunan


6.2.5. Arah Pembangunan Wilayah  Kecamatan Pemali
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Pemali, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Pemali  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan I. 

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping Sungailiat sebagai pusat, juga  mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat.
Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Pemali   adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Pemali  diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:
Tabel  6.7
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Hiburan dan Rekreasi


	2
	II
	Perkebunan


	3.
	III
	Tanaman Bahan Makanan

	
	
	Kehutanan

	
	
	Perikanan

	
	
	Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah Tangga

	
	
	Industri Barang logam, Mesin dan Peralatan

	
	
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Angkutan Jalan Raya

	
	
	Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Bank

	
	
	Lembaga Keuangan Bukan Bank

	
	
	Sewa Bangunan

	
	
	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga


	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	4.
	IV
	Peternakan

	
	
	Industri Makanan 

	
	
	Perdagangan

	
	
	Restoran

	
	
	Jasa Penunjang komunikasi

	
	
	Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan

	
	
	Sosial Kemasyarakatan


6.2.6. Arah Pembangunan Wilayah  Kecamatan Riau Silip
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Riau Silip, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Riau Silip  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II. 


Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Riau Silip yang dapat dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah; 

1. Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat; 

2. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara dan selatan, kawasan  tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan pertambangan di barat dan selatan; 

3. Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota  


Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Riau Silip  adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional ; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan Terpadu mendukung Kegiatan  lainnya.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Riau Silip diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:
Tabel  6.8
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Tanaman Perkebunan

	2
	II
	 Kehutanan


	3
	III
	 Perikanan

	
	
	 Industri Kayu, bambu, rotan dan perabotan RT

	
	
	 Bahan galian bukan logam

	
	
	 Bahan logam, mesin dan peralatan

	
	
	 Perdagangan besar dan eceran

	
	
	 Pengangkutan

	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	
	
	 Bank

	
	
	 Lembaga keuangan bukan bank

	
	
	 Sewa Bangunan

	
	
	 Jasa perusahaan

	
	
	 Sosial kemasyarakatan

	
	
	 Perorangan dan rumah tangga

	4
	IV
	 Tanaman bahan makanan

	
	
	 Peternakan dan hasil-hasilnya

	
	
	 Industri Makanan, minuman dan tembakau

	
	
	 Listrik

	
	
	 Restoran

	
	
	 Pos dan telekomunikasi

	
	
	 Jasa penunjang komunikasi

	
	
	 Administrasi pemerintahan dan pertahanan

	
	
	 Hiburan dan rekreasi



6.2.7.  Arah Pembangunan Wilayah  Kecamatan Bakam
Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Bakam, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Bakam  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.  


Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan,  berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan  berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan  dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur-Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

· Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;

· Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.


Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan  Bakam  pada tahun 2015 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2)  Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Bakam  diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian , dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut: 
Tabel 6.9
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam.
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Kehutanan

	2
	II
	Perkebunan

	3
	III
	Tanaman Bahan Makanan

	
	
	Peternakan

	
	
	Perikanan

	
	
	Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah Tangga

	
	
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Perdagangan

	
	
	Restoran

	
	
	Angkutan Jalan Raya

	
	
	Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

	
	
	Sewa Bangunan

	
	
	Jasa Perusahaan

	
	
	Jasa Administrasi Pemerintahan

	
	
	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau

	
	
	Barang Logam, Mesin dan Peralatan

	
	
	Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Jasa Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Jasa Sosial

	
	
	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga


 6.2.8.  Arah Pembangunan Wilayah  Kecamatan Puding Besar

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2018, pembangunan kecamatan Puding Besar, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Puding Besar  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi  dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.  


Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah di selatan,  berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di utara dan  berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan  dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari ujung timur di Desa Kace Timur-Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa datang adalah :

· Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;

· Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.


Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan Puding Besar  adalah sebagai;  (1) Pusat pemerintahan kecamatan; (2)  Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan.
Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Puding Besar diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada tabel berikut:
Tabel  6.10
Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar
	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	1
	I
	Perkebunan

	
	
	Kehutanan

	
	
	Industri Makanan, minuman dan tembakau

	
	
	Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga

	
	
	Sosial kemasyarakatan

	
	
	Perorangan dan rumah tangga

	
	
	Industri Barang logam, mesin dan peralatan

	2.
	II
	Listrik

	
	
	Bangunan

	
	
	Perdagangan

	No
	Prioritas Pengembangan
	Sektor

	
	
	Restoran

	
	
	Angkutan Jalan Raya 

	
	
	Pos dan Telekomunikasi

	
	
	Lembaga Keuangan Bukan Bank

	
	
	Sewa Bangunan

	
	
	Jasa Perusahaan

	
	
	Administrasi pemerintah dan Pertahanan

	3
	III
	Tanaman Bahan Makanan

	
	
	Peternakan

	
	
	Jasa Penunjang Komunikasi

	4.
	IV
	Perikanan

	
	
	Bank


6.3. Pembangunan Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job


6.3.1. Kebijakan Pembangunan Pro Growth
Dalam rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka yang berkeadilan, program-program penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu strategi penanggulan kemiskinan 5 tahun kedepan antara lain :
Arah kebijakan perekonomian daerah antara lain :

a. Meminimalisasi ketergantungan pada sektor unggulan terutama sektor pertambangan timah yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global. 

b. Memprioritaskan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan secara interregional dan saling memiliki keterkaitan  dalam proses pemerataan pembangunan daerah. 

c. Berkaitan dalam hal investasi, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para investor baik dari dalam daerah maupun luar daerah untuk menanamkan modalnya ke dalam sektor ekonomi. 

d. Mengurangi ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah. 

e. Menciptakan stabilitas ekonomi daerah.  

f. Mencegah pemamfaatan lahan-lahan produktif untuk dialih fungsinya terutama dijadikan lahan pertambangan timah rakyat. 

g. Mencegah terjadinya pelarian modal (Capital Flight). 

h. Mewujudkan kemandirian daerah. 
i. Pengembangan sector-sektor ekonomi dan komoditi yang memiliki daya dorong dan sensitivitas tinggi terhadap penciptaan output. Kenaikan permintaan akhir terhadap masing-masing sektor dan komoditi akan memiliki daya dorong tinggi terhadap penciptaan output seluruh perekonomian.  Sedangkan penciptaan output masing-masing sector dan komoditi sensitif terhadap perubahan permintaan akhir  terhadap seluruh sektor ekonomi Analisis Tabel I-O Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 menyebutkan bahwa sector yang memenuhi persyaratan ini adalah; industry bahan kimia, industry logam dasar, besi dan baja, perikanan tangkap, industry makanan, peternakan, pengadaan listrik dan gas,  industry tekstil dan pakaian jadi, kontruksi dan pengadaan makanan dan minuman.
6.3.2. Kebijakan Pembangunan Pro Poor
Dalam rangka mendukung mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka 5 tahun kedepan yang berkeadilan, program-program penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu strategi penanggulan kemiskinan antara lain :

a. Perluasan kesempatan. Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

b. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

c. Peningkatan kapasitas. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

d. Perlindungan sosial. Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/ penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

e. Penataan kemitraan global. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dan menataulang hubungan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi di atas.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah antara lain :

a. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
b. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pemberian akses modal yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
c. Perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergisitas pelaksanaan program-program tersebut terutama di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan (MP3KI).
d. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial yang telah ada sehingga semua penduduk miskin dan rentan dapat berpartisipasi penuh dan menerima manfaatnya.
e. Mengoptimalkan sistem pembangunan partisipatif yang dirancang untuk menjamin partisipasi aktif penduduk miskin dan rentan dalam pengambilan keputusan diberbagai tahapan proses pembangunan.
f. Memperkuat kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3KI.
g. Pengembangan sektor-sektor ekonomi dan komoditi yang memiliki daya dorong dan sensitivitas tinggi terhadap pendapatan. Kenaikan permintaan akhir terhadap masing-masing sector dan komoditi memiliki daya dorong tinggi terhadap penciptaan pendapatan seluruh perekonomian. Sedangkan  penciptaan pendapatan masing-masing sektor sensitif terhadap perubahan permintaan akhir  terhadap seluruh sektor ekonomi. Analisis Tabel I-O Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 menyebutkan bahwa sector yang memenuhi persyaratan ini adalah; industry bahan kimia, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib, jasa pendidikan, perkebunan karet, industry logam dasar, besi dan baja, jasa perorangan rumah tangga, perkebunan lada, kehutanan dan penebangan kayu, peternakan, jasa perusahaan, perkebunan kelapa sawit, industry barang dari kayu, kontruksi, jasa kesehatan, jasa penunjang pertanian, angkutan sungai danau dan penyebrangan dan agen perjalanan.
6.3.3. Pembangunan Perekonomian Pro Job
Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan kata lain pertumbuhan ekonomi membawa perubahan struktur tenaga kerja kearah yang lebih baik (decent work) dan  diproyeksikan terus mengalami penurunan.  Untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut, strategi pembangunan yang ditempuh antara lain :

a. Meningkatkan jiwa enterpreneur masyarakat terutama lebih diprioritaskan pada tenaga kerja usia produktif; 

b. Meningkatkan riset dan inovasi yang diprioritaskan kepada Usaha Kecil dan Menengah (ekonomi kreatif) sehingga meningkatkan proses produksi menjadi lebih baik; 

c. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja melalui berbagai program dan kegiatan yang dipanyungi dengan regulasi daerah yang pro labor dan pro job. 
Arah kebijakan penanggulan pengangguran daerah antara lain :

a. Pengembangan pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya sistem dan mekanisme hubungan industrial yang kondusif untuk menjaga ketenangan bekerja dan berusaha;

b. Penerapan kebijakan pengupahan dan penerimaan-pemberhentian pekerja (hiring-firing) kearah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam rangka memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja;

c. Penyempurnaan pelaksanaan uji kompetensi dan memperbaiki peraturan yang dapat mempermudah penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.
d. Pengembangan sektor-sektor ekonomi dan komoditi yang memiliki daya dorong dan sensitivitas tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja. Kenaikan permintaan akhir terhadap masing-masing sector dan komoditi  memiliki daya dorong tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja di seluruh perekonomian. Sedangkan penciptaan lapangan kerja masing-masing sektor sensitif terhadap perubahan permintaan akhir  terhadap seluruh sektor ekonomi. Analisis Tabel I-O Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 menyebutkan bahwa sector yang memenuhi persyaratan ini adalah; perkebunan karet, lada, kehutanan dan penebangan kayu, peternakan, jasa pendidikan, perkebunan kelapa sawit, jasa perorangan rumah tangga, jasa penunjang pertanian, tanaman hortikultura, perikanan tangkap, pertanian palawija, pertanian tanaman tahunan, pertanian padi, jasa kesehatan, jasa rekreasi, penyediaan makanan, perikanan budidaya dan perhotelan.
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